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Dampak dari krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan tahun 1997 hingga saat ini masih membawa
dampak bagi perekonomian Indonesia, terutama dibidang ekonorni yaitu melemahnya kinerja sektor
keuangan domestik khususnya perbankan. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap sector riil perekonomian
sehingga menimbulkan permasalahan sosial seperti pengangguran dan kemiskinan yang meningkat tajam
(Penduduk miskin pada ahun 1997 berjumlah 22,5 juta jiwa meningkat menjadi menjadi 98 juta atau naik
sebesar 48% pada tahun 1998 dan sekitar 70%nya merupakan penduduk desa).

Dampak posistif dari krisis ekonomi tersebut, yaitu bangkitnya kegiatan usaha yang berbasis pada usaha
kecil dan menengah khususnya yang berbasis pada sector produksi yang berpeluang strategis dapat
memberikan nilai tambah cukup besar bail( nasional maupun daerah yaitu sektor perikanan dan kelautan.

DKI Jakarta sebagai salah satu daerah yang mempunyai sumber pendapatan dari sektor perikanan dan
kelautan, terlihat kontribusinya yang cukup dominan dalam PDRB yaitu menyumbang sebesar 71% kepada
sektor pertanian, walaupun sektor pertanian hanya menyumbang sebesar 0,28 bagi pembentukan PDRB DK
Jakarta.

K otamadya Jakarta Utara dengan wilayah 97,8% merupakan wilayah lautan, sudah barang tentu sektor
perikanan merupakan unggulan dari segi PAD. Dengan kapal motor sebanyak 3.299 buah dan 4 TPI (tempat
pelelangan ikan) pada tahun 1999 telah menghasilkan produksi ikan sebanyak 70,119,5 ton dengan nilai
sebesar Rp 120,1 milyar meskipun pada tahun 2000 menurun dengan nilai sebesar Rp 92,8 milyar.

Pendapatan regional perkapita merupakan, salah satu indikator kesejahteraan penduduk yang dilihat dari
segi produk yang dihasilkan. Selama kurun waktu 1996-1999 pendapatan regional perkapita atas harga
berlaku naik dari Rp12,9. juta menjadi Rp.22,5 juta. Namun pada tahun 1998 turun sebesar 19,08%
dibanding tahun 1997.

Jumlah nelayan yang ada di Jakarta Utara sebanyak 21.012 orang atau 2,94% dari jumlah penduduk. Jumlah
tersebut sebanyak 9.460 nelayan penduduk tetap sel ebihnya merupakan pendatang. Sedangkan jumlah
nelayan di Kepulauan Seribu sebanyak 4.717 orang nelayan atau 56,5% dari jumlah penduduk di kepulauan
Seribu. Persentase jumlah nelayan pekerjaterhadap pemilik di Kepulauan Seribu mencapai 362, artinya
sebagian besar nelayan (65%) yang ada di Kepulauan Seribu hanya sebagai pekerja.

Kabupaten Kepulauan Seribu dibentuk dengan PP nomor 55 tahun 2001 dan SK Gubernur DK Jakarta
Nomor 186 tahun 2000 tentang pembentukan Kelurahan di Kepulauan Seribu. Dengan pembentukan


https://lib.ui.ac.id/detail?id=72476&lokasi=lokal

kecamatan menjadi kabupaten Kepulauan Seribu dapat diartikan bahwa Pemda K epulauan Seribu harus
dapat membiayai berbagai sarana dan prasarana maupun SDM untuk mendukung kegiatan pelayanan
masyarakat maupun dalam membangun prasarana publik dan mencari sumber pembiyaannya.

Kondis sumberdaya alam Kepulauan Seribu memberikan peluang bagi sektor pariwisata dan perikanan laut.
Komoditas yang dikembangkan adalah budidaya rumput laut dan ikan kerapu dengan jumlah petani
sebanyak 460 nrang. Produksi perikanan laut mencapai 57,2 juta kg dengan nilai Rp 97,26 milyar pada
tahun 2000 menurun dibanding pada tahun 1999 yang mencapai 63 jutaton. Meskipun produksi sektor
perikanan di Kepulauan Seribu cukup besar namun masyarakat nelayan belum dapat menikmati hasiinya
atau dapat diartikan tidak merubah kesejahteraannya atau masih tetap miskin. Dalam hal ini tidak ada
hubungan antara jumlah penduduk pada satu wilayah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan para nelayan berdasarkan data yang
tersedia adal ah rendahnya kualitas sumberdaya manusia, alat tangkap yang masih tradisional, kurangnya
sarana dan prasarana dasar (transportasi/K apal/perahu motor, pendidikan, kesehatan), tempat pelelangan
ikan (TPI), pencemaran laut, tingginya biaya hidup, namun masih perlu dibuktikan dengan suatu penelitian
secara komprehensif.

Penanggulangan kemiskinan masyarakat nelayan di Kepulauan Seribu, baik Pemerintah pusat maupun
daerah telah mengambil beberapa kebijakan. Penanggulangan masyarakat pesisir/nelayan oleh pemerintah
pusat melalui pemerintah daerah adalah bantuan PDM-DKE selama 2 tahun (1998-1999), bantuan ingub
sudah cukup lama dan sampai sekarang (2002) dan Program PEMP dimulai tahun 2001 sampai sekarang
(2002). M asal ahnya adalah hanya sebagian kecil yang menerima bantuan dengan kriteria-kriteria tertentu
dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin yang ada kepulauan Seribu.

Program Penanggulangan Kemiskinan untuk pengelolaan wilayah pesisir dan pemberdayaan masyarakat
nelayan, pada umumnya dengan menggunakan perencanaan strategis. Artinya penanganan suatu wilayah
akan berbeda dengan wilayah lain karena harus didasarkan kepada permasalahannya. Perbedaan ini juga
dapat dilihat dari Strength, Weakness, Opportunuity dan Threat. Namun perbedaan tersebut juga bisa dilihat
dari segi nisi, misi, strategi dan sasaran yang hendak dicapai.

K ebijakan-kebijakan yang ada di Kepulauan Seribu, pada umumnya masih bersifat Top Down, yaitu
kebijakan yang dilahirkan dari pendekatan mangjemen strategis, sementara masyarakatnya masih bersifat
pasif atau menerima apa adanya, apalagi kegiatannya adalah bersifat bantuan dana.

Pemilihan prioritas strategi kebijakan dalam tesisini dilakukan dengan menggunakan metode TOWS dan
metode Game Theory atau teori permainan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat mengidentifikas
permasalahan dan prioritas strategi serta dapat memecahkan masalah konflik antar stakeholder dalam
pengel olaan wilayah pesisir dan pemberdayaan nelayan karena prioritas strateginya merupakan kombinas
dari para stakeholder yang ada. Prioritas strategi kebijakan yang diusulkan sebagai suatu kebijakan baru
adalah peningkatan kematnpuan teknis keterampilan penangkapan dan budidaya ikan serta konservasi bagi
para nelayan dan masyarakat pesisir pada umumnya.



